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LAMPIRAN – LAMPIRAN’ 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara adalah mengajukan pertanyaan kepada 

Hakim Pengadilan Agama Cibinong dan Pengacara sebagai narasumber 

penelitian mengenai Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Cibinong pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 

Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cibinong 

1. Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi 

kawin dai pengadilan agama Cibinong? 

2. Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh 

terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama 

Cibinong? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan 

ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ? 

4. Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap 

perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?  

5. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika perkawinan dibawah 

umur terus terjadi ditengah masyarakat? 

6. Mengapa pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2020 

memiliki julah yang lebih tinggi daripada dua tahun setelahnya, 

yaitu tahun 2021 dan 2022? 
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Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cibinong 

1. Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi 

kawin dai pengadilan agama Cibinong? 

2. Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh 

terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama 

Cibinong? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan 

ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ? 

4. Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap 

perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?  
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TRANSKIP WAWANCARA 

Informan   : Hakim Pengadilan Agama Cibinong 

Nama Informan : Dr. Suraji, M.H 

Hari dan Tanggal : Jum’at, 27 Oktober 2023 

Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Cibinong 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang yang menjadi 

faktor tingginya 

permohonan dispensasi 

kawin dai pengadilan 

agama Cibinong? 

Adanya perubahan pada usia batas 

perkawinan itu sendiri yang 

menyebabkan tingginya angka 

dispensasi kawin di PA Cibinong, 

terutama bagi perempuan yang batas 

usia perkawinannya dinaikkan. 

Pengajuan dispensasi kawin mayoritas 

dilakukan oleh perempuan dan juga 

kebanyakan dari mereka telah berusia 

diatas 16 tahun. Adapun faktor 

lainnya seperti tradisi yang ada di 

masyarakat dan minimnya pendidikan. 

2. Apakah dengan 

menyebarnya virus corona 

juga berpengaruh terhadap 

tingginya dispensasi 

perkawinan di Pengadilan 

Agama Cibinong? 

adanya virus corona tidak 

berpengaruh terhadap tingginya 

permohonan dispensasi kawin, 

melainkan terhadap perkawinan di 

bawah tangan, karena pada saat itu PA 

Cibinong sering ditutup. Orang yang 

mengajukan dispensasi kawin pada 

saat itu memilih jalan keluar lain 

dengan melakukan perkawinan di 

bawah tangan.  

3. Bagaimana pertimbangan 

hakim dari segi fisik 

mental dan ekonomi dalam 

mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin ? 

Ketika mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin, hakim 

mempertimbangkan jangka waktu 

hubungan yang telah dijalani oleh 

anak pemohon, sudah bekerja atau 

belum, kematangan fisik dan 

reproduksi yang diketahui dengan 

menyertakan surat keterangan dari 

rumah sakit, serta kesiapan orangtua 

dalam membimbing keluarga yang 

akan dijalani oleh anak.  
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4. Bagaimana dampak adanya 

UU No 16 Tahun 2019 

terhadap perkawinan 

dibawah umur di PA 

Cibinong? 

Dalam peraturan baru yang terdpat 

dalam UU No 16 Tahun 2019 lebih 

cenerung untuk mempersulit 

permohonan dispensasi kawin, karena 

bertujuan untuk meminimalisir 

perkawinan dibawah umur.  

5. Bagaimana dampak yang 

akan terjadi jika 

perkawinan dibawah umur 

terus terjadi ditengah 

masyarakat? 

Banyaknya perkawinan dibawah umur 

yang terjadi akan menurunkan kualitas 

generasi muda. Karena ketika 

seseoran memutusakan untuk menikah 

maka karir pendidikannya akan 

terputus dan dari segi mental dan 

ekonominya juga belum matang.  

6. Mengapa pengajuan 

dispensasi perkawinan 

pada tahun 2020 memiliki 

julah yang lebih tinggi 

daripada dua tahun 

setelahnya, yaitu tahun 

2021 dan 2022? 

Pada tahun 2020 pengajuan dispensasi 

perkawinan lebih tinggi karena belum 

tersosialisasi. Realisasi UU No 16 

Tahun 2019 terhambat karena 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan 

kepada masyarakat sehingga adanya 

peraturan ini sulit tersampaikan 

kepada masyarakat. 

 

Informan   : Pengacara 1 

Nama Informan : Idrus Umar, S.H 

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023 

Lokasi Wawancara : Kantor Idrus Umar & Partners Advocates Legal 

Consultant 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang yang menjadi 

faktor tingginya 

permohonan dispensasi 

kawin dai pengadilan 

agama Cibinong? 

Faktor pengajuan dispensai kawin 

yang terjadi lebih banyak disebabkan 

oleh faktor ekonomi. Walaupun orang 

yang menikah di usia muda berada 

dalam usia produktif tetapi itu masih 

bersifat bantuan dari orangtua.  

2. Apakah dengan 

menyebarnya virus corona 

juga berpengaruh terhadap 

tingginya dispensasi 

perkawinan di Pengadilan 

Agama Cibinong? 

 

Sebenarnya adanya virus corona lebih 

berdampak pada kesehatan. Dampak 

dari kesehatan yang terganggu 

berpengaruh dalam dunia usaha, 

banyak yang gulung tikar dan PHK 
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3. Bagaimana pertimbangan 

hakim dari segi fisik 

mental dan ekonomi dalam 

mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin ? 

Ketika seorang hakim mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin 

tentunya hakim mempertimbangkan 

keputusan terbaik bagi anak pemohon, 

seperti misalnya anak yang hamil 

diluar nikah mau tidak mau hakim 

harus mengabulkan permohonan 

tersebut, karena dikhawatirkan akan 

menimbulkan kesulitan kedepannya 

jika tidak segera dinikahkan. 

4. Bagaimana dampak adanya 

UU No 16 Tahun 2019 

terhadap perkawinan 

dibawah umur di PA 

Cibinong? 

Masih banyak terjadi perkawinan 

dibawah umur setelah adanya 

perubahan batas usia perkawinan, 

disebabkan karena kurang adanya 

dukungan dari masyarakat, tokoh 

agama, dan orangtua. Dan dalam 

mewujudkan tujuan dari peraturan ini 

pemerintsh tidak bisa bekerja sendiri, 

perlu adanya dukungan dari unsur 

unsur tersebut.  

 

Informan   : Pengacara 2 

Nama Informan : Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H. 

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023 

Lokasi Wawancara : Kantor Advokat Litigasi dan Non Litigasi LBHI 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang yang menjadi 

faktor tingginya 

permohonan dispensasi 

kawin dai pengadilan 

agama Cibinong? 

Faktor banyaknya pengajuan 

dispensasi kawin disebabkan oleh 

kurangnya edukasi dari pemerintah 

mengenai perkawinan. Adapun faktor 

lain yaitu faktor yang biasa terjadi di 

tengah masyarakat.  

2. Apakah dengan 

menyebarnya virus corona 

juga berpengaruh terhadap 

tingginya dispensasi 

perkawinan di Pengadilan 

Agama Cibinong? 

Adanya virus corona berpengaruh 

kepada kesehatan. Kemudian 

kesehatan yang terganggu 

berpengaruh kepada ekonomi 

masyarakat, sehingga menimbulkan 

kemungkinan banyak orangtua yang 

berfikir untuk menikahkan anaknya. 
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3. Bagaimana pertimbangan 

hakim dari segi fisik 

mental dan ekonomi dalam 

mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin ? 

Dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin tentunya hakim 

mempertimbangkan kemaslahatan 

untuk anak pemohon. 

4. Bagaimana dampak adanya 

UU No 16 Tahun 2019 

terhadap perkawinan 

dibawah umur di PA 

Cibinong? 

Adanya revisi undang-undang tersebut 

tentu memiliki tujuan yang baik. 

Ketika masyarakat mengikuti undang 

undang tersebut dengan menikah pada 

umur yang telah ditentukan maka akan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Akantetapi peraturan yang dibentuk 

kurang disambut oleh aspek tertentu 

seperti masyarakat, tokoh agama, dan 

pejabat setempat. Akibatnya tujuan 

tersebut kurang terealisasikan dan 

berujung pada pengajuan dispensasi 

kawin dan perkawinan dibawah 

tangan. 

 

 


